Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT

Tanggal : 27 Maret 1965

Nomor : 54/B.IV/Peruh/SK/.65.

Perihal :Pelimpahan kewenangan untuk melarang mendirikan perhotelan
pada bangunan-bangunan yang sudah ada, berdasarkan P.P.
No. 49/1963.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT;

Menimbang:

bahwa berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan kami tanggal
20 Agustus 1964 No. 31/B.VI/Peruh/64 tentang penyerahan Urusan
Perumahan kepada Daerah Tingkat II Kotapraja di Jawa Barat dan
pengumuman kami No. 2215/B.IV/Peruh/64 tanggal 17 Oktober 1964
tentang Urusan Perumahan, maka keputusan kami tanggal 27 Maret
1961 No. 1/Kep/Urs.Huk/61 tentang larangan mendirikan
per-hotelan pada bangunan-bangunan yang sudah ada, perlu segera
ditinjau kembali;

Mengingat:
1.Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden No. 6
tahun 1959 (disempurnakan) tentang "Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah";

2.Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963 (1.N. tahun 1963 No.
89) tentang "Hubungan Sewa Menyewa Perumahan";

3.Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Oktober 1964
No. 6/PD-DPRD-GR/64 tentang penyerahan inpentaris dan
aparatur urusan perumahan kepada Daerah-daerah Tingkat
II/Kotapraja di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA:

Mencabut kembali surat keputusan kami tanggal 27 Maret 1961
diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Barat tanggal 2 April
1961 No. 2-Kep//Urs/Huk/61 dan menyerahkan wewenang untuk
melarang mengizinkan bangunan-bangunan yang sudah ada guna
mendirikan perumahan perhotelan dan atau dependance hotel,
kepada Walikota Kepala Daerah Kotapraja Bandung;

KEDUA:
Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penetapannya, dan
memerintahkan untuk memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran



Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat
ttd.
MASHUDI

Sesuail dengan aslinya
Pd. Sekretaris,

ttd.
Rachmat Wiratanoemadja
SALINAN Surat Keputusan disampaikan kepada
1. Walikota Kepala Daerah Bandung di Bandung.
2 .Semua Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekertaris Daerah Tingkat

I Jawa Barat.
3.Alas.



